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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang

Tujuan utama setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya adalah untuk menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar maka perusahaan harus mampu menjalankan aktivitas produksi secara efisien dan efektif. Aktivitas produksi sebagai aktivitas utama perusahaan telah menciptakan berbagai manfaat seperti mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun aktivitas produksi juga dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi lingkungan sekitar seperti pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kasus-kasus yang terjadi di PT Freeport Indonesia dan PT Newmont merupakan contoh dampak negatif yang disebabkan oleh keinginan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya sehingga melakukan eksploitasi sumber daya alam dan manusia dengan tidak terkendali.


Informasi merupakan kebutuhan yang mendasar bagi para investor dan calon investor untuk pengambilan keputusan. Adanya informasi yang lengkap, akurat serta tepat waktu memungkinkan investor untuk melakukan pengambilan keputusan secara rasional sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Pasal 1: Informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek, dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. 
Pengungkapan merupakan penerapan prinsip transparansi atas informasi yang menjadi hak stakeholders. Salah satu media yang dapat digunakan adalah laporan tahunan perusahaan. Selain berfungsi untuk memberikan informasi tentang produk dan jasa, strategi dan kebijakan perusahaan, laporan tahunan juga menjadi sarana agar perusahaan dan produk dikenal publik. Informasi keuangan dan non keuangan yang bagus dan komprehensif akan membentuk citra (image) perusahaan sekaligus membangun kepercayaan stakeholders. Namun demikian tidak banyak kegiatan entitas bisnis dan dampaknya yang cukup diungkapkan oleh perusahaan.
Salah satu informasi yang sering diminta untuk diungkapkan oleh perusahaan saat ini adalah informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Tuntutan agar perusahaan memberikan informasi yang transparan, akuntabel dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup tenteram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi. Tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri dapat digambarkan sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang dapat dibuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah (Guthrie dan Mathews, 1985 dalam Sembiring, 2005).

Sebagai tanggapan atas tuntutan masyarakat kepada perusahaan yang semakin besar maka pada tahun 1970-an muncul konsep akuntansi baru yang disebut Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial (Social Responsibility Accounting) yang bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan perusahaan dalam melaporkan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat (Ramanathan, 1976 dalam Gray et. al., 1995). Dalam akuntansi konvensional, pusat perhatian yang dilayani perusahaan adalah stockholders dan bondholders sementara pihak yang lain sering diabaikan dengan alasan bahwa mereka tidak memberikan kontribusi terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini disebabkan hubungan perusahaan dengan lingkungannya bersifat non reciprocal yaitu transaksi antara keduanya tidak menimbulkan prestasi timbal balik. Di dalam SRA perusahaan diharapkan tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan pemilik modal (investor dan kreditor) tetapi juga karyawan, konsumen serta masyarakat. Perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap pihak-pihak di luar manajemen dan pemilik modal. Pengimplementasian SRA pada perusahaan disebut juga tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Owen (2005) mengatakan bahwa kasus Enron di Amerika telah menyebabkan perusahaan-perusahaan lebih memberikan perhatian yang besar terhadap pelaporan sustainabilitas dan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Isu-isu yang berkaitan dengan reputasi, manajemen risiko dan keunggulan kompetitif nampak menjadi kekuatan yang mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi sosial.
Meskipun fenomena pengungkapan tanggung jawab sosial ini telah muncul lebih dari dua dekade namun penelitian tentang praktek pengungkapan tanggung jawab sosial sepertinya terpusat di Amerika Serikat, United Kingdom, dan Australia (Hackston dan Milne, 1996). Hanya sedikit penelitian yang dilakukan di negara lain seperti Kanada, Jerman, Jepang, Selandia Baru, Malaysia, Indonesia dan Singapura. Berbagai penelitian yang terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan keanekaragaman hasil. Hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan laba merupakan hal sulit untuk dipahami. Misalnya Freedman dan Ulmann (1986), Belkaoui dan Karpik (1989), Hackston dan Milne (1996) menemukan tidak ada hubungan antara variabel tersebut, sedangkan Freedman dan Jaggi (1988) serta Donovan dan Gibson (2000) menemukan hubungan yang negatif dari variabel tersebut. Pada sisi lain beberapa penelitian yang disebutkan dalam Hackston dan Milne (1996) seperti Bowman dan Haire (1976) serta Preston (1978) menemukan hubungan yang signifikan, sedangkan Gray et al., (2001) menemukan hubungan yang bervariasi setiap tahun untuk kedua variabel tersebut.

Hubungan antara leverage dan pengungkapan sosial juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Belkaoui dan Karpik (1989) serta Cormier dan Magnan (1999) menemukan hubungan yang negatif signifikan antara kedua variabel tersebut. Suda dan Kokubu (1994) dan Kokubu et. al., (2001) tidak menemukan hubungan antara kedua variabel tersebut. Selain itu Robert (1992) menemukan hubungan yang positif antara kedua variabel tersebut. Keanekaragaman hasil tersebut sebagian disebabkan karena model yang dikembangkan merupakan model yang sangat sederhana dan pengukuran yang digunakan juga tidak konsisten (Belkaoui dan Karpik, 1989).
Dalam penelitian yang menguji hubungan antara kinerja lingkungan dengan pengungkapan sosial juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Ingram dan Frazier (1980) menemukan tidak adanya hubungan yang signifikan dalam pengujian hubungan antara environmental disclosure dengan environmental performance. Pattern (2002) menemukan hubungan yang negatif antara environmental disclosure dalam annual report dengan kinerja lingkungan. Akan tetapi Suratno dkk (2006) menyatakan bahwa environmental performance berpengaruh secara positif signifikan terhadap environmental disclosure.
Jika dihubungkan dengan regulasi, pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), antara lain UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dijabarkan lebih jauh dalam Peraturan Menteri BUMN No. 4 Tahun 2007. Meski demikian, tingkat pelaporan dan pengungkapan CSR di Indonesia masih relatif rendah karena belum terdapat kesepakatan standar pelaporan CSR yang dapat dijadikan acuan bagi perusahaan dalam menyiapkan laporan CSR (Utama, 2007) sehingga masing-masing perusahaan menafsirkan sendiri bagaimana format pelaporan CSR.   
Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba untuk mengkaji lebih jauh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
1.2.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh kinerja lingkungan, profitabilitas, financial leverage, ukuran perusahaan, dan regulasi pemerintah terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ? 

1.3.
Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
1.4.
Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan akan timbul dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.   Manfaat Teoritis

Dapat memberikan informasi serta bahan kajian kepada pada akademisi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 
2.   Manfaat Praktis

Dapat digunakan baik oleh investor maupun calon investor sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi di pasar modal.
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1.          Kerangka Teoritis
2.1.1.
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Sosial Responsibility Disclosure)
Dalam proses pelaporan keuangan tahunan perusahaan, pengungkapan (disclosure) merupakan aspek pelaporan yang kualitatif, yang sangat diperlukan pemakai informasi laporan keuangan. Oleh karena sifatnya yang kualitatif, format pengungkapan tidak terstruktur, yang dapat terjadi secara langsung dalam laporan keuangan tahunan perusahaan melalui penjudulan yang tepat, catatan atas laporan keuangan ataupun berbagai sisipan seperti catatan kaki.

Pengungkapan didefinisikan sebagai penyediaan sejumlah informasi yang di butuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal efisien (Hendriksen, 1996, dalam Zuhroh dan Pande, 2003). Pengungkapan ada yang bersifat wajib (mandatory), yaitu pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela (voluntary), yang merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku. Tujuan pengungkapan menurut Securities Exchange Comission (SEC) dikategorikan menjadi dua, yaitu : 1) protective disclosure yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap investor, dan 2) informative disclosure yang bertujuan memberikan informasi yang layak kepada pengguna laporan (Wolk, Francis, dan Tearney, dalam Utomo, 2000, dalam Zuhroh dan I Putu Pande, 2003).
Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Resposibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004). Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai social disclosure, corporate social reporting, social accounting (Mathews, 1995) atau corporate social responsibility (Hackston dan Milne, 1996) merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab organisasi (khususnya perusahaan) diluar peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham. Perluasan tersebut dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dibanding hanya mencari laba untuk pemegang saham (Gray et. al., 1987).
Seluruh pelaksanaan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan oleh perusahaan akan disosialisasikan kepada publik, salah satunya melalui pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara implisit menjelaskan bahwa laporan tahunan harus mengakomodasi kepentingan para pengambil keputusan. Penjelasan tersebut ditulis dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2004, paragraf kesembilan : “Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Informasi mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang diuraikan dalam laporan tahunan akan dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah interpretasi apabila laporan tahunan tersebut dilengkapi dengan pengungkapan sosial yang memadai. Memberikan informasi yang memadai diharapkan akan dapat berguna bagi pengambilan keputusan oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan.

Tanggung jawab sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang disebut Sustainability Reporting. Sustainability Reporting adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Sustainability Reporting meliputi pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan dan pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi (ACCA, 2004). Sustainability report harus menjadi dokumen strategik yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang Sustainability Development yang membawanya menuju kepada core business dan sektor industrinya.

Darwin (2004) menyatakan bahwa Corporate Sustainability Reporting terbagi menjadi 3 kategori yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial, seperti yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1

Kategori dalam Corporate Sustainability Reporting

	Kategori
	Aspek

	Kinerja Ekonomi

	Pengaruh ekonomi secara langsung
	Pelanggan, pemasok, karyawan, penyedia modal dan sektor public

	Kinerja Lingkungan

	Hal-hal yang terkait dengan lingkungan
	Bahan baku, energi, air, keanekaragaman hayati (biodiversity), emisi, sungai dan sampah, pemasok, produk dan jasa, pelaksanaan, dan angkutan

	Kinerja Sosial

	Praktik kerja
	Keamanan dan keselamatan tenaga kerja, pendidikan dan training, kesempatan kerja

	Hak manusia
	Strategi dan manajemen, non diskriminasi, kebebasan berserikat dan berkumpul, tenaga kerja dibawah umur, kedisiplinan, keamanan, dll

	Sosial
	Komunitas, korupsi, kompetisi dan penetapan harga

	Tanggung jawab terhadap produk
	Kesehatan dan keamanan pelanggan, iklan yang peduli terhadap hak pribadi


Sumber : Darwin (2004)
Zhegal dan Ahmed (1990) mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan, yaitu : Lingkungan (meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam, dan pengungkapan lain yang berkaitan dengan lingkungan), Energi (meliputi konservasi energi, efisiensi energi, dll), Praktik bisnis yang wajar (meliputi, pemberdayaan terhadap minoritas dan perempuan, dukungan terhadap usaha minoritas, tanggung jawab sosial), Sumber daya manusia (meliputi aktivitas di dalam suatu komunitas, dalam kaitan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan seni), dan Produk (meliputi keamanan, pengurangan polusi, dll).

Grey et al. (1995) mengatakan bahwa sifat dan volume pelaporan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan bervariasi antar waktu dan antar negara, hal ini disebabkan isu-isu yang dipandang penting oleh satu negara mungkin akan menjadi kurang penting bagi negara lain. Lewis & Unerman (1999) mengatakan bahwa variasi pelaporan tersebut disebabkan oleh budaya atau norma yang berlaku pada masing-masing negara.

Menurut Gray et. al., (1995b) ada dua pendekatan yang secara signifikan berbeda dalam melakukan penelitian tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan mungkin diperlakukan sebagai suatu suplemen dari aktivitas akuntansi konvensional. Pendekatan ini secara umum akan menganggap masyarakat keuangan sebagai pemakai utama pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan cenderung membatasi persepsi tentang tanggung jawab sosial yang dilaporkan. Pendekatan alternatif kedua dengan meletakkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada suatu pengujian peran informasi dalam hubungan masyarakat dan organisasi. Pandangan yang lebih luas ini telah menjadi sumber utama kemajuan dalam pemahaman tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan sekaligus merupakan sumber kritik yang utama terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tempat perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan legitimacy theory yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai justice, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan (Tilt, 1994, dalam Haniffa et al, 2005). Jika terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dan sistem nilai masyarakat, maka perusahaan dalam kehilangan legitimasinya, yang selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Lindblom, 1994, dalam Haniffa et al, 2005). Pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis (Guthrie dan Parker, 1990). Penelitian Basamalah et al (2005) yang melakukan review atas social and environmental reporting and auditing dari dua perusahaan di Indonesia, yaitu PT Freeport Indonesia dan PT Inti Indorayon, mendukung prediksi legitimacy theory tersebut. 

Berbagai alasan perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi CSR secara sukarela telah diteliti dalam penelitian sebelumnya, diantaranya adalah karena untuk mentaati peraturan yang ada, untuk memperoleh keunggulan kompetitif melalui penerapan CSR, untuk memenuhi ketentuan kontrak pinjaman dan memenuhi ekspektasi masyarakat, untuk melegitimasi tindakan perusahaan, dan untuk menarik investor (Deegan dan Blomquist, 2001; Hasnas, 1998; Patten, 1992; dalam Basamalah et al, 2005). 
2.1.2.

Teori Kecenderungan Pengungkapan Sosial

Gray et. al. (dalam Utomo, 2000: 102-103) mengelompokkan teori yang dipergunakan oleh para peneliti untuk menjelaskan kecenderungan pengungkapan sosial ke dalam tiga kelompok, yaitu :

1.   Decision usefullness studies 

Pengungkapan sosial dilakukan karena informasi tersebut dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan dan ditempatkan pada posisi yang moderately important.

2.   Economic theory studies

Sebagai agen dari suatu prinsipal yang mewakili seluruh interest group perusahaan, pihak manajemen melakukan pengungkapan sosial sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan publik.

3.   Social and political theory studies

Studi di bidang ini menggunakan teori stakeholder, teori legitimasi organisasi dan teori ekonomi politik. Teori stakeholder mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para stakeholders. Pengertian teori legitimasi dapat dipahami dari definisi yang ditawarkan oleh Lindbolm (dalam Utomo, 2000: 103) sebagai berikut :

...a condition or status which exists when an entity’s value system is congruent with the value system of the larger social system of which the entity is a part. When a disparity, actual or potential, exist between the two value system, there is a threat to the entity legitimacy.

Sedangkan mengenai teori ekonomi politik, Jackson (dalam Utomo, 2000: 103) menjelaskannya sebagai :

...the study of the interplay of power, the goals of power wielders and the productive exchange system (Zaid, 1970, p. 233). As a framework, political economy does not concentrate exclusively on market exchanges. Rather it first of all analysis change in whatever institutional framework they occur and, second, analyses the relationship between social institutions such as government, law and property rights, each fortified by power and the economy i.e. the system of producing and exchanging goods and services.

Jadi, menurut teori ini pengungkapan sosial dilakukan sebagai reaksi terhadap tekanan-tekanan dari lingkungannya agar perusahaan merasa eksistensi dan aktivitasnya terlegitimasi.

2.1.3.
Alasan Pengungkapan Sosial

Pengungkapan kinerja sosial pada laporan tahunan perusahaan seringkali dilakukan secara sukarela oleh perusahaan. Menurut Henderson dan Peirson (1998, dalam Henny dan Murtanto, 2001), alasan-alasan perusahaan untuk mengungkapkan kinerja sosial secara sukarela antara lain :

a. Internal decision making

Manajemen membutuhkan informasi untuk menentukan efektivitas dari informasi sosial tertentu dalam mencapai tujuan sosial perusahaan. Data harus tersedia agar biaya dari pengungkapan tersebut dapat diperbandingkan dengan manfaatnya bagi perusahaan. Walaupun hal ini sulit diidentifikasi dan diukur, namun analisis secara sederhana lebih baik daripada tidak sama sekali. 

b. Product differentiation

Manajer dari perusahaan yang bertanggungjawab secara sosial memiliki insentif untuk membedakan diri dari pesaing yang tidak bertanggungjawab secara sosial kepada masyarakat. Akuntansi kontemporer tidak memisahkan pencatatan biaya dan manfaat aktivitas sosial perusahaan dalam laporan keuangan, sehingga perusahaan yang tidak bertanggungjawab akan terlihat lebih sukses daripada perusahaan yang bertanggungjawab. Hal ini mendorong perusahaan yang bertanggungjawab untuk mengungkapkan informasi tersebut sehingga masyarakat dapat membedakan mereka dari perusahaan lain.  
c. Enlightened self interest

Perusahaan melakukan pengungkapan untuk menjaga keselarasan sosialnya dengan para stakeholder yang terdiri dari stockholder, kreditor, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah dan masyarakat karena mereka dapat mempengaruhi pendapatan penjualan dan harga saham perusahaan.

2.1.4.    Pelaporan Informasi Sosial dan Pemilihan Kebijakan Akuntansi

Dalam penelitian akuntansi dibutuhkan penelitian terhadap hubungan bisnis dan masyarakat dalam rangka untuk mendefinisikan kembali peran dan tugas perusahaan dari ekonomi murni menuju ke institusi ekonomi sosial [Dierkes & Antal (1986), dalam Mangos & Lewis (1995)]. Mangos & Lewis (1995) mengatakan perlunya paradigma sosial-ekonomi untuk menganalisis pemilihan praktik akuntansi oleh manajemen. Mereka menyarankan perlunya pertimbangan terhadap faktor tanggung jawab sosial perusahaan ketika kita melakukan pengujian terhadap teori akuntansi positif (positive accounting theory). Dengan analisis ini maka akan dapat membantu manajemen memahami respon mereka terhadap masalah-masalah sosial-ekonomi dan hubungannya dengan nilai perusahaan.
Menurut Freedman (1962) dalam Siegel dan Marconi (1989), ada tiga tipe dari pengungkapan kinerja sosial perusahaan :

a. Pemeriksaan sosial (social audit)


Pemeriksaan sosial mengukur dan melaporkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari program perusahaan yang berorientasi sosial. Pemeriksaan sosial dilakukan dengan membuat suatu daftar aktivitas perusahaan yang memiliki konsekuensi sosial, kemudian auditor mengestimasi dan mengukur dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut.

b. Laporan sosial (social report)


Berbagai alternatif format laporan untuk menyajikan laporan sosial telah diajukan oleh para akademisi dan praktisi. Menurut Dilley dan Weygant dalam Henny dan Murtanto (2001), pendekatan yang dapat dipakai oleh perusahaan untuk melaporkan aktivitas tanggung jawab sosialnya antara lain :

a. Inventory approach, dimana perusahaan mengkompilasi dan mengungkapkan suatu daftar yang komprehensif dari aktivitas-aktivitas sosialnya. Daftar ini harus memuat semua aktivitas sosial perusahaan, baik yang bersifat positif maupun yang negatif. 

b. Cost approach, perusahaan membuat daftar aktivitas sosialnya dan mengungkapkan jumlah pengeluaran pada masing-masing aktivitas tersebut. 

c. Program management approach, perusahaan mengungkapkan aktivitas yang memiliki dampak sosial serta biaya dan manfaat dari aktivitas tersebut. Kesulitan dalam penggunaan pendekatan ini adalah mengukur biaya dan manfaat sosial yang diakibatkan perusahaan terhadap masyarakat. 

c. Pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan (social disclosure in annual report)

Pengungkapan aktivitas sosial perusahaan dalam hal ini dilakukan melalui media laporan tahunan.   

Pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dapat dijelaskan dengan menggunakan teori keagenan dari Jensen & Meckling (1976). Mereka mengatakan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara satu atau lebih orang (prinsipal) yang menghendaki orang lain (manajer) untuk melaksanakan jasa dengan cara mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Di dalam hubungan keagenan, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi yaitu biaya pengawasan (monitoring costs), biaya kontrak (contracting costs), dan visibilitas politis. Perusahaan yang menghadapi biaya pengawasan dan kontrak yang tinggi cenderung akan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan, dan perusahaan yang menghadapi visibilitas politis yang tinggi cenderung akan memilih metode dan teknik akuntansi yang dapat melaporkan laba menjadi lebih rendah.

Perusahaan melakukan pengungkapan informasi sosial dengan tujuan untuk membangun image pada perusahaan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Perusahaan memerlukan biaya dalam rangka untuk memberikan informasi sosial, sehingga laba yang dilaporkan dalam tahun berjalan menjadi lebih rendah. Ketika perusahaan menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah dan visibilitas politis yang tinggi akan cenderung untuk mengungkapkan informasi sosial. Jadi pengungkapan informasi sosial berhubungan positif dengan kinerja sosial, kinerja ekonomi dan visibilitas politis dan berhubungan negatif dengan biaya kontrak dan pengawasan [Belkaoui & Karpik (1989)].

Belkaoui & Karpik (1989) meneliti hubungan antara (1) pengungkapan informasi sosial dengan kinerja sosial, (2) pengungkapan informasi sosial dengan kinerja ekonomi (atas dasar variabel pasar dan akuntansi), (3) kinerja sosial dengan kinerja ekonomi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan informasi sosial (1) menunjukkan keikutsertaaanya dalam kegiatan sosial, (2) memiliki risiko sistematis dan tingkat leverage yang rendah, dan (3) cenderung merupakan perusahaan yang berskala besar. Jadi pengungkapan informasi sosial berhubungan positif dengan kinerja sosial dan visibilitas politis serta berhubungan negatif dengan biaya kontrak dan pengawasan.

Berdasarkan teori keagenan, perusahaan yang menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah cenderung akan melaporkan laba lebih rendah atau dengan kata lain akan mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan manajemen (salah satunya biaya yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat).

2.1.5. Pengukuran Kinerja Lingkungan Perusahaan melalui Peringkat  PROPER

Kinerja lingkungan perusahaan menurut Suratno dkk (2006) adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik. Kinerja lingkungan perusahaan dapat diukur melalui PROPER. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dikembangkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong penaatan dan kepedulian perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. 

Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah melaksanakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PROPER sejak tahun 1995 yang hanya berfokus pada penilaian kinerja perusahaan terhadap pengendalian pencemaran air dari perusahaan yang masuk dalam Program Kali Bersih (PROKASIH). Namun sejak tahun 2002, penilaian kinerja penaatan difokuskan kepada penilaian penaatan perusahaan dalam aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3 serta berbagai kewajiban lainnya yang terkait dengan AMDAL. 

Melalui PROPER, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) mengukur kinerja lingkungan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia, kemudian melaporkan hasilnya melalui konferensi pers maupun internet dalam bentuk laporan warna yang diberikan. PROPER diumumkan secara rutin kepada masyarakat sehingga perusahaan yang dinilai akan memperoleh insentif maupun disinsentif reputasi, tergantung pada tingkat ketaatannya.

Peringkat kinerja penaatan perusahaan PROPER dikelompokkan dalam lima peringkat warna dengan tujuh kategori. Masing-masing peringkat warna mencerminkan kinerja perusahaan. Kinerja penaatan terbaik dilambangkan dengan warna emas, dan hijau, selanjutnya biru, merah dan kinerja yang paling buruk dilambangkan dengan warna hitam. Melalui pemeringkatan warna ini masyarakat akan lebih mudah memahami kinerja penaatan masing-masing perusahaan.

2.1.6. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham [Heinze (1976) dalam Hackston & Milne (1996)], sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial [Bowman & Haire (1976) dan Preston (1978) dalam Hackston & Milne (1996)]. Hackston & Milne (1996) menemukan tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat profitabilitas dengan pengungkapan informasi sosial. Belkaoui & Karpik (1989) mengatakan bahwa dengan kepeduliannya terhadap masyarakat (sosial) menghendaki manajemen untuk membuat perusahaan menjadi profitable. Vence (1975) dalam Belkaoui & Karpik (1989) mempunyai pandangan yang berkebalikan, bahwa pengungkapan sosial perusahaan justru memberikan kerugian kompetitif (competitive disadvantage) karena perusahaan harus mengeluarkan tambahan biaya untuk mengungkapkan informasi sosial tersebut.

Penelitian ilmiah terhadap hubungan profitabilitas dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan memperlihatkan hasil yang sangat beragam. Secara teoritis, menurut Kokubu et. al (2001) terdapat hubungan positif antara kinerja ekonomi suatu perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini dikaitkan dengan teori agensi dengan premis bahwa perolehan laba yang semakin besar akan membuat perusahaan mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas. Akan tetapi Donovan dan Gibson (2000) menyatakan bahwa berdasarkan teori legitimasi, salah satu argumen dalam hubungan antara profitabilitas dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial adalah bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan (manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan. Sebaliknya, pada saat tingkat profitabilitas rendah, mereka berharap para pengguna laporan akan membaca “good news” kinerja perusahaan, misalnya dalam lingkup sosial, dan dengan demikian investor akan tetap berinvestasi di perusahaan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa profitabilitas mempunyai hubungan yang negatif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
2.1.7. Financial Leverage
Financial Leverage mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Perusahaan yang menggunakan hutang adalah perusahaan yang mempunyai financial leverage. Semakin besar proporsi hutang yang dipergunakan, semakin besar financial leverage-nya. Apabila perusahaan menggunakan hutang semakin banyak, maka akan semakin besar beban tetap yang muncul yaitu beban bunga hutang.
Perjanjian terbatas seperti perjanjian hutang yang tergambar dalam tingkat leverage dimaksudkan membatasi kemampuan manajemen untuk menciptakan transfer kekayaan antar pemegang saham dan pemegang obligasi (Jensen dan Meckling, 1976; Smith dan Warner, 1979 dalam Belkaoui dan Karpik, 1989). Menurut Belkaoui dan Karpik (1989) keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial akan mengikuti suatu pengeluaran untuk pengungkapan yang menurunkan pendapatan. Sesuai dengan teori agensi maka manajemen perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para debtholders. Hasil penelitiannya menunjukkan leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Jensen & Meckling, 1976). Tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur [Schipper (1981) dalam Marwata (2001) dan Meek, et al (1995) dalam Fitriany (2001)] Oleh karena itu perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan ungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio leverage yang rendah. 

Pendapat lain mengatakan bahwa semakin tinggi leverage, kemungkinan besar perusahaan akan mengalami pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba di masa depan. Dengan laba yang dilaporkan lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang. Manajer akan memilih metode akuntansi yang akan memaksimalkan laba sekarang. Kontrak utang biasanya berisi tentang ketentuan bahwa perusahaan harus menjaga tingkat leverage tertentu (rasio utang/ekuitas), interest coverage, modal kerja dan ekuitas pemegang saham [Watt & Zimmerman (1990) Scott (1997)]. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat leverage (rasio utang/ekuitas) semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi [Belkaoui & Karpik (1989)]. Supaya laba yang dilaporkan tinggi maka manajer harus mengurangi biaya-biaya (termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi sosial).

2.1.8. Ukuran Perusahaan (Size)

Pengaruh hubungan ukuran perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial dapat dijelaskan melalui teori keagenan (agency theory). Dalam hubungan keagenan yang terjadi antara prinsipal dan manajemen telah membebani manajer untuk mempertanggungjawabkan sumber daya yang dikelolanya. Semakin besar sumber daya yang dikelola perusahaan maka semakin besar pula aktivitas bisnis perusahaan tersebut. Perusahaan yang berukuran besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak dibanding perusahaan kecil sebagai upaya mengurangi biaya keagenan (Jensen and Meckling, 1976). 

Selain itu berdasarkan argumen political cost, perusahaan besar cenderung menarik perhatian publik dan pemerintah untuk melakukan berbagai regulasi yang dapat memaksa perusahaan besar untuk mematuhinya. Teori political cost ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Lang dan Lundholm (1993) yang menyatakan bahwa tingkat keluasan informasi dalam kebijakan pengungkapan perusahaan akan meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran perusahaan. Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki tuntutan publik akan informasi yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang berukuran kecil.
2.1.9. Regulasi Pemerintah

Debut tanggung jawab sosial (CSR) di Indonesia semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). Namun demikian, UU PT ini tidak menyebutkan secara rinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksi bagi yang melanggar. Pada Pasal 74 ayat 2, 3 dan 4 hanya disebutkan bahwa CSR “dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. PT yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai CSR ini baru akan diatur oleh Peraturan Pemerintah yang hingga kini belum dikeluarkan.

Peraturan lain yang menyentuh CSR adalah UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyatakan bahwa ”Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Meskipun UU ini telah mengatur sanksi-sanksi secara terperinci terhadap badan usaha atau usaha perseorangan yang mengabaikan CSR (Pasal 34), namun UU ini baru mampu menjangkau investor asing dan belum mengatur secara tegas perihal CSR bagi perusahaan nasional (Suharto, 2008). 

Jika dicermati lebih dalam, peraturan tentang CSR yang relatif lebih terperinci adalah UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. UU ini kemudiaan dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan CSR. Seperti kita ketahui, CSR milik BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam UU BUMN dinyatakan bahwa selain mencari keuntungan, peran BUMN adalah juga memberikan bimbingan bantuan secara aktif kepada pengusaha golongan lemah, koperasi dan masyarakat. Selanjutnya, Permen Negara BUMN menjelaskan bahwa sumber dana PKBL berasal dari penyisihan laba bersih perusahaan sebesar 2 persen yang dapat digunakan untuk Program Kemitraan ataupun Bina Lingkungan. Peraturan ini juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang berhak mendapat pinjaman adalah pengusaha beraset bersih maksimal Rp 200 juta atau beromset paling banyak Rp 1 miliar per tahun. Namun, UU ini pun masih menyisakan pertanyaan. Selain hanya mengatur BUMN, program kemitraan perlu dikritisi sebelum disebut sebagai kegiatan CSR. Menurut Suratmo (2008), kegiatan kemitraan mirip dengan sebuah aktivitas sosial dari perusahaan, namun di sini masih ada bau bisnisnya dimana masing-masing pihak harus memperoleh keuntungan.
Regulasi yang akan digunakan sebagai control variable dalam penelitian ini adalah UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Regulasi ini mengatur tentang komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perseroan terbatas untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya tanpa memandang apakah perusahaan tersebut termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan melakukan penanaman modal atau tidak sehingga lebih relevan untuk diuji dalam penelitian ini.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian empiris mengenai hubungan kinerja lingkungan dengan pengungkapan CSR  telah menemukan hubungan yang beragam. Sebagai contoh, Ingram dan Frazier (1980) telah membandingkan isi analisis pemeringkatan environmental disclosure yang terdapat di dalam laporan tahunan perusahaan dengan peringkat environmental performance menurut Council of Economic Priorities (CEP). Li, Richardson dan Thronton (1997) menyediakan hasil yang sederhana dalam menyediakan dukungan empiris untuk model game-theory dari environmental disclosure. Dengan menggunakan sampel perusahaan di Kanada, mereka menemukan suatu hubungan positif signifikan antara keputusan perusahaan untuk mengungkapkan dengan kecenderungannya untuk menghasilkan polusi. Ini mengimplikasikan suatu hubungan negatif antara environmental disclosure dengan environmental performance. Hughes, et al. (2001) mengamati bahwa pelaku lingkungan di Amerika Serikat yang lebih buruk cenderung untuk membuat pengungkapan yang banyak, konsisten dengan tanggung jawab mereka untuk melaporkan kewajiban bersyarat menurut Statement of Financial Accounting Standards/SFAS No. 5 tentang Accounting for Contigencies (FASB, 1975).

Hubungan negatif antara kinerja lingkungan dengan pengungkapan CSR nampak tidak konsisten dengan model discretionary disclosure menurut Verrecchia (1983). Ada asumsi bahwa kinerja lingkungan yang baik mengurangi pengungkapan biaya-biaya lingkungan masa depan perusahaan. Pengungkapan informasi biaya lingkungan ini harus dirasakan sebagai berita gembira oleh investor. Oleh karena itu, perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik perlu mengungkapkan informasi kuantitas dan mutu lingkungan yang lebih dibandingkan dengan perusahaan dengan kinerja lingkungan yang lebih buruk. Al-Tuwaijri, et al. (2004) menemukan hubungan positif signifikan antara environmental disclosure dengan environmental performance. Hasil ini konsisten dengan penjelasan discretionary disclosure theory bahwa pelaku lingkungan yang baik percaya bahwa mengungkapkan performance mereka menggambarkan good news bagi pelaku pasar. 

Freedman dan Jaggi (1982) menguji hubungan antara pengungkapan lingkungan dengan enam rasio akuntansi untuk mengukur kinerja ekonomi. Mereka menemukan bukti statistika yang tidak cukup kuat untuk menolak hipotesis nul, yang artinya mereka melihat adanya hubungan yang tidak signifikan antara kinerja ekonomi dengan pengungkapan lingkungan. Menurut Belkaoui dan Karpik (1989) keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial akan mengikuti suatu pengeluaran untuk pengungkapan yang menurunkan pendapatan. Hasil penelitiannya menunjukkan leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Schipper (dalam Marwata, 2001) menyatakan bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan ungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio leverage yang rendah. Richardson et al.(2001) telah melakukan observasi terhadap pengungkapan sosial perusahaan dan melaporkan bahwa terdapat hubungan yang positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan lingkungan dengan cost of capital. Dia berargumen lebih lanjut bahwa sesungguhnya perusahaan akan melakukan pengungkapan yang lebih baik pada saat profitabilitas perusahaan semakin baik. Penelitian ini sepenuhnya mendukung Pava dan Krausz (1996) yang menjelaskan bahwa informasi yang diungkapkan oleh perusahaan tidak akan membuat perusahaan kehilangan stakeholdersnya.
2.3. Kerangka Pikir 
Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR). Sembiring (2005) menyatakan bahwa size perusahaan, profile dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, namun profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Anggraini (2006) berpendapat bahwa prosentase kepemilikan manajemen dan tipe industri berpengaruh signifikan terhadap kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan informasi sosial, sedangkan ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan informasi sosial. Rakhiemah dan Agustia (2009) berpendapat bahwa kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap CSR disclosure.  

Penelitian empiris mengenai kinerja lingkungan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial menunjukkan hasil yang beragam. Hughes, et al. (2001) mengamati bahwa pelaku lingkungan di Amerika Serikat yang lebih buruk cenderung untuk membuat pengungkapan yang banyak, konsisten dengan tanggung jawab mereka untuk melaporkan kewajiban bersyarat menurut Statement of Financial Accounting Standards / SFAS No. 5 tentang Accounting for Contigencies (FASB, 1975). Hubungan yang negatif antara kinerja lingkungan dengan pengungkapan sosial ini nampak tidak konsisten dengan model discretionary disclosure menurut Verrecchia (1983) yang menyatakan bahwa pelaku lingkungan yang baik percaya bahwa dengan mengungkapkan kinerja mereka berarti menggambarkan good news bagi pelaku pasar. Oleh karena itu, perusahaan dengan kinerja lingkungan (environmental performance) yang baik perlu mengungkapkan informasi kuantitas dan mutu lingkungan yang lebih dibandingkan dengan perusahaan dengan kinerja lingkungan yang lebih buruk. Hal ini sejalan dengan penelitian Suratno dkk. (2006) yang menyatakan bahwa environmental performance berpengaruh secara positif signifikan terhadap environmental disclosure. 
Donovan dan Gibson (2000) menyatakan bahwa berdasarkan teori legitimasi, salah satu argumen dalam hubungan antara profitabilitas dan tingkat pengungkapan sosial adalah bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan (manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan. Sebaliknya, pada saat tingkat profitabilitas rendah, mereka berharap para pengguna laporan akan membaca “good news” kinerja perusahaan (misalnya dalam lingkup sosial) sehingga investor akan tetap berinvestasi di perusahaan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa profitabilitas mempunyai hubungan yang negatif terhadap tingkat pengungkapan sosial perusahaan. 
Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi (Jensen & Meckling, 1976). Menurut Schipper (dalam Marwata, 2001) dan Meek, et al. (dalam Fitriany, 2001), tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur. Oleh karena itu perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan ungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio leverage yang rendah. 
Hubungan antara ukuran perusahaan dan pengungkapan sosial perusahaan telah diuji dalam sejumlah penelitian empiris. Cowen et al (1987) dalam Sembiring (2005) mengungkapkan bahwa secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan, dan perusahaan yang lebih besar dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat mungkin akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan sehingga pengungkapan sosial perusahaan akan semakin luas. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sembiring (2005) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan (semakin banyak jumlah tenaga kerja) maka semakin luas pengungkapan sosial yang dibuat perusahaan. 

Beberapa literatur menyatakan bahwa faktor regulasi mempunyai peran dalam pelaksanaan CSR karena adanya pengawasan yang lebih ketat. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimaksud merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Berdasarkan uraian diatas, dikembangkan kerangka penelitian sebagai berikut :


Gambar 1

Kerangka Penelitian

2.4. Hipotesis

Dari kerangka pikir diatas dikembangkan beberapa hipotesis sebagai berikut :

H1
:  Kinerja lingkungan berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan sosial perusahaan.
H2
:
Profitabilitas berpengaruh secara negatif terhadap pengungkapan sosial perusahaan.

H3
:  Financial Leverage berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan sosial perusahaan.
H4
:  Ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan sosial perusahaan.
H5
: 
Regulasi pemerintah di bidang CSR berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan sosial perusahaan.

BAB III

METODE PENELITIAN
3.1.       Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2008-2009.

3.2.       Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (http://www.menlh.co.id). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan (annual report) dan laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia serta daftar peringkat PROPER yang diperoleh dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

3.3.       Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah unsur-unsur dimana suatu kesimpulan akan disusun (Emory dan Cooper, 1998). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang telah terdaftar (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).  

Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah : (1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan sahamnya aktif diperdagangkan selama tahun 2008, (2) Perusahaan tersebut telah mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), (3) Perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan tahunan periode 2008 serta menyerahkan laporan tahunannya tersebut kepada BAPEPAM dan telah mempublikasikannya berturut-turut, dan (4) Informasi pengungkapan sosial diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan yang bersangkutan selama periode 2008.  
Berdasarkan kriteria-kriteria diatas, sampel yang diperoleh berjumlah 30 perusahaan. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan yang menyangkut ketersediaan data, perbedaan karakteristik, dan sensitifitas terhadap kejadian. 
3.4.       Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif. Teknik analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan dari variabel yang diamati dan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan persamaan regresi.

3.5.      Model Pengujian Hipotesis

Analisis regresi bertujuan untuk mencari adanya hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Model pengujian hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :  

CSDI  =  α + β1RANK + β2ROA + β3LEV + β4lnSize + β5REG + ( 
Dimana :


CSDI = Jumlah informasi sosial yang diungkapkan; RANK = Peringkat PROPER; 
ROA = Return on Asset; LEV = Financial Leverage; 
SIZE =
Ukuran Perusahaan;  

REG = Regulasi Pemerintah; α = Koefisien konstanta; β1-5 = Koefisien regresi variabel independen; ( = error term
3.6.      Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum meregresi data dan melihat hubungan antar variabel maka perlu dilakukan uji asumsi klasik regresi terlebih dahulu agar model regresi dapat menghasilkan penduga yang tidak bias (sahih). Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas.

3.7.       Definisi Operasional Variabel

3.7.1.
Variabel Independen

a. Peringkat PROPER (RANK)
Kinerja lingkungan perusahaan (environmental performance) adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (green). Kinerja lingkungan ini diukur dari prestasi perusahaan mengikuti program PROPER yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Sistem peringkat kinerja PROPER mencakup pemeringkatan perusahaan dalam lima (5) warna dan 7 (tujuh) kategori, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1 

Kriteria Peringkat PROPER

	Peringkat
	Keterangan

	Emas
	Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dan telah melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, dan Recovery), menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan, serta melakukan upaya-upaya yang berguna bagi kepentingan masyarakat jangka panjang

	Hijau 
	Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan, telah mempunyai sistem pengelolaan lingkungan, mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat, termasuk melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, dan Recovery)

	Biru
	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku

	Merah
	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan

	Hitam
	Belum melakukan upaya lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan.


Sumber : Laporan Hasil Penilaian PROPER 2008-2009

Kinerja lingkungan perusahaan diukur dengan memberi skor untuk tiap warna, yaitu : Emas (Sangat sangat baik), skor = 5; Hijau (Sangat baik), skor = 4; Biru (Baik), skor = 3; Merah (Buruk), skor = 2; dan Hitam (Sangat buruk), skor = 1.
b. Profitabilitas (ROA)
Return on Asset (ROA) digunakan sebagai proksi dari profitabilitas. ROA diperoleh dengan cara membagi total laba bersih perusahaan dengan total aktiva. 
c. Financial Leverage (LEV)
Financial Leverage diukur dengan rasio hutang / ekuitas. 
d. Ukuran Perusahaan (SIZE)
Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aktiva yang dimiliki perusahaan. 
3.7.2.
Variabel Dependen (CSDI)


Variabel dependen dalam penelitian ini ialah pengungkapan sosial perusahaan (Corporate Social Disclosure). Pengungkapan sosial perusahaan (Social disclosure) adalah pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan. Untuk mengukur social disclosure ini digunakan CSD Index yang merupakan luas pengungkapan relatif setiap perusahaan sampel atas pengungkapan sosial yang dilakukannya, dimana instrumen pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 79 item pengungkapan (mengacu pada indikator GRI (Global Reporting Initiatives) yang diperoleh dari website www.globalreporting.org)   

Pendekatan untuk menghitung CSDI menggunakan content analysis dalam mengukur variety dari CSDI. Pendekatan ini menggunakan pendekatan dikotomi, yaitu setiap item tanggung jawab sosial  dalam instrumen penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan (Haniffa et al., 2005 dalam Sayekti dan Wondabio, 2007). Selanjutnya skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan CSDI adalah sebagai berikut :


CSDIj    =
(Xij   




  nj

Keterangan :


CSDIj
=
Corporate Social Disclosure Index perusahaan j


nj
=
jumlah item yang harus diungkapkan, nj = 79

Xij
=
jumlah item yang diungkapkan  : 1 = jika item i diungkapkan;






     

      0 = jika item i tidak diungkapkan
3.7.3.
Control Variable (REG)
Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah regulasi pemerintah. Faktor regulasi pemerintah diukur dengan menggunakan variabel dummy, dimana angka 1 untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dan angka 0 untuk perseroan yang tidak menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. 
Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis statistik terlebih dahulu dilakukan pengujian persyaratan analisis yang merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi agar analisis regresi dapat dilakukan, baik untuk keperluan prediksi maupun untuk pengujian hipotesis yaitu uji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas.

4.1.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dalam penelitian ini yaitu variabel bebas dan variabel terikat keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal. Data yang berdistribusi normal dalam suatu model regresi dapat dilihat pada grafik normal plot, dimana bila titik – titik yang menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka data tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal.
Hasil uji normalitas untuk variabel-variabel penelitian dapat diuraikan dibawah ini:
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Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas 
Berdasarkan gambar yang diperoleh dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penyebaran data mendekati normal atau memenuhi asumsi normalitas.
4.1.2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana variabel-variabel independen dalam persamaan regresi mempunyai korelasi (hubungan) yang erat satu sama lain. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen. Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF) dapat digunakan untuk menentukan adanya problem multikolinearitas dalam suatu persamaan regresi (Gujarati, 1995). Dalam penelitian ini, Tolerance Value dan VIF digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Kedua ukuran ini menunjukkan variabel bebas mana yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Regresi yang bebas multikolinearitas ditandai dengan nilai VIF berkisar angka 1 (VIF = 1/toleransi) dan nilai toleransi berkisar angka 1.

Hasil uji multikolinearitas untuk variabel-variabel dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.2

Nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF)

	Model
	Collinearity Statistics

	
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	
	

	
	Proper Rank
	.892
	1.121

	
	ROA
	.821
	1.218

	
	LEV
	.861
	1.162

	
	REG
	.921
	1.086

	
	SIZE
	.873
	1.145


a. Dependent Variable: CSDI
Pada tabel di atas tersebut dapat di lihat nilai VIF untuk variabel-variabel independen bernilai sekitar 1. Begitu pula nilai toleransi juga berkisar pada nilai 1. Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
4.1.3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residu satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi apakah di dalam model terjadi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara ZPRED dan SRESID. Jika ada suatu pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka dapat diindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 
Dilihat dari Gambar 4.2, grafik plot yang terlihat bahwa sebaran titik-titik relatif acak, menyebar, tidak terlihat titik memencil, dan tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dari model tersebut. 
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Gambar 4.2

Uji Heteroskedastisitas
4.2. 
Pengujian Hipotesis

Pengujian kelima hipotesis dilakukan dengan perhitungan statistik menggunakan aplikasi SPSS, maka berikut ini adalah uraian analisis untuk perhitungan statistik tersebut.

4.2.1. 
Pengujian Hipotesis Secara Sendiri-Sendiri (Parsial)

Untuk melihat apakah variabel independen secara sendiri-sendiri (parsial) berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen, peneliti menggunakan uji t yaitu dengan membandingkan nilai signifikansi t hitung dengan nilai alpha yang ditetapkan sebesar 0,05. Berikut ini disajikan hasil perhitungannya :
Tabel 4.3
Hasil Pengujian Secara Parsial 

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	-.506
	.115
	
	-4.390
	.000

	
	Proper Rank
	.012
	.021
	.072
	.559
	.581

	
	ROA
	.001
	.001
	.149
	1.118
	.275

	
	LEV
	.001
	.001
	.054
	.411
	.684

	
	SIZE
REG
	.020
.049
	.004
.032
	.751
.191
	5.797
1.518
	.000
.142


a. Dependent Variable: CSDI
Berdasarkan tabel 4.3 di atas diketahui nilai konstanta sebesar -0,506 dan nilai koefisien regresi Proper Rank (X1) sebesar 0,012, koefisien regresi ROA (X2) sebesar  0,001, koefisien regresi LEV (X3) sebesar 0,001, koefisien regresi Size (X4) sebesar 0,020 dan nilai koefisien regresi REG (X5) sebesar 0,049. Dari sini  diperoleh persamaan regresi yaitu:

Y = -0,506 + 0,012 X1 + 0,001 X2 + 0,001 X3 + 0,020X4 + 0,049 X5
Hal ini berarti bahwa: 
1. Konstanta (a) = -0,506 artinya tanpa adanya variabel  Proper Rank, ROA, LEV, SIZE, dan REG maka nilai CSDI hanya sebesar -0,506. 
2. Koefisien regresi Proper Rank (X1) = 0,012 artinya apabila nilai Proper Rank meningkat sebesar 1 skor maka nilai CSDI akan meningkat sebesar 0,012 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. 
3. Koefisien regresi ROA (X2) = 0,001 artinya apabila nilai ROA meningkat sebesar 1 skor maka nilai CSDI akan meningkat sebesar 0,001 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
4. Koefisien regresi LEV (X3) = 0,001 artinya apabila nilai LEV meningkat sebesar 1 skor maka nilai CSDI akan meningkat sebesar 0,001 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
5. Kemudian Koefisien regresi SIZE (X4) = 0,020 artinya apabila nilai SIZE meningkat sebesar 1 skor maka nilai CSDI akan meningkat sebesar 0,020 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
6. Kemudian Koefisien regresi REG (X5) = 0,049 artinya apabila nilai REG meningkat sebesar 1 skor maka nilai CSDI akan meningkat sebesar 0,049 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
Kemudian untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat untuk dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Proper Rank (X1) Terhadap CSDI (Y)

Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel Proper Rank sebesar 0,581 atau lebih besar dari level signifikansi 0,05. Hal ini berarti variabel Proper Rank (X1) tidak berpengaruh terhadap variabel CSDI (Y). Kemudian dari tabel di atas juga diperoleh nilai t hitung sebesar 0,559 lalu dibandingkan dengan nilai t tabel (1/2 0,05 ; 25) sebesar 2,060. Kesimpulan, oleh karena t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak artinya variabel Proper Rank secara parsial tidak berpengaruh secara nyata (signifikan) terhadap variabel CSDI. 
2. Pengaruh ROA (X2) Terhadap CSDI (Y)

Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel ROA sebesar 0,275 atau lebih besar dari level signifikansi 0,05. Hal ini berarti variabel ROA (X2) tidak berpengaruh terhadap variabel CSDI (Y). Kemudian dari tabel di atas juga diperoleh nilai t hitung sebesar 1,118 lalu dibandingkan dengan nilai t tabel (1/2 0,05 ; 25) sebesar 2,060. Kesimpulan, oleh karena t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak artinya variabel ROA secara parsial tidak berpengaruh secara nyata (signifikan) terhadap CSDI. 

3. Pengaruh LEV (X3) Terhadap CSDI (Y)

Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel LEV sebesar 0,684 atau lebih besar dari level signifikansi 0,05. Hal ini berarti variabel LEV (X3) tidak berpengaruh terhadap variabel CSDI (Y). Kemudian dari tabel di atas juga diperoleh nilai t hitung sebesar 0,411 lalu dibandingkan dengan nilai t tabel (1/2 0,05 ; 25) sebesar 2,060. Kesimpulan, oleh karena t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak artinya variabel LEV secara parsial tidak berpengaruh secara nyata (signifikan) terhadap variabel CSDI. 
4. Pengaruh SIZE (X4) Terhadap CSDI (Y)

Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel SIZE sebesar 0,000 atau lebih kecil dari level signifikansi 0,05. Hal ini berarti variabel SIZE (X5) berpengaruh terhadap variabel CSDI (Y). Kemudian dari tabel di atas juga diperoleh nilai t hitung sebesar 5,797 lalu dibandingkan dengan nilai t tabel (1/2 0,05 ; 25) sebesar 2,060. Kesimpulan, oleh karena t hitung > t tabel maka hipotesis diterima artinya variabel SIZE secara parsial berpengaruh secara nyata (signifikan) terhadap CSDI. 
5. Pengaruh REG (X5) Terhadap CSDI (Y)

Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel REG sebesar 0,142 atau lebih besar dari level signifikansi 0,05. Hal ini berarti variabel REG (X4) tidak berpengaruh terhadap variabel CSDI (Y). Kemudian dari tabel di atas juga diperoleh nilai t hitung sebesar 1,518 lalu dibandingkan dengan nilai t tabel (1/2 0,05 ; 25) sebesar 2,060. Kesimpulan, oleh karena t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak artinya variabel REG secara parsial tidak berpengaruh secara nyata (signifikan) terhadap CSDI. 
4.2.2. Pengujian Secara Bersama-sama (Simultan)

Untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen, peneliti menggunakan uji F yaitu dengan membandingkan nilai signifikansi F hitung dengan nilai alpha yang ditetapkan sebesar 0,05. Berikut ini disajikan hasil perhitungannya:

Tabel 4.4
Hasil Pengujian Secara Simultan 

	ANOVAb

	Model
	Sum of Squares
	Df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	.178
	5
	.036
	8.861
	.000a

	
	Residual
	.096
	24
	.004
	
	

	
	Total
	.274
	29
	
	
	

	a. Predictors: (Constant), SIZE, Proper Rank, LEV, REG, ROA

	b. Dependent Variable: CSDI


Berdasarkan hasil uji F atau F test diperoleh F hitung sebesar 8,861 kemudian dibandingkan dengan F tabel sebesar 2,62. Oleh karena F hitung lebih besar dari F tabel maka diperoleh hasil secara simultan variabel Proper Rank (X1), ROA (X2), LEV (X3), SIZE (X4) dan REG (X5) berpengaruh terhadap CSDI (Y). Selanjutnya hal ini dapat pula dilakukan dengan melihat nilai probabilitas pada kolom sig. (signifikan) adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari level signifikansi 0,05. Hal ini berarti diperoleh hasil secara simultan variabel Proper Rank (X1), ROA (X2), LEV (X3), SIZE (X4) dan REG (X5) berpengaruh terhadap CSDI (Y).
4.2.3. Hasil Analisis Korelasi 

Untuk melihat seberapa erat hubungan variabel independent terhadap variabel dependent, peneliti menggunakan uji koefisien korelasi (R). Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar variabel independent mempengaruhi variable dependent digunakan uji koefisien determinasi (R2). Berikut diuraikan hasil analisis koefisien korelasi (R) dan koefisien determinasi (R2): 
Tabel 4.5
Hasil Uji Analisis Korelasi 
	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	.805a
	.649
	.575
	.06331

	a. Predictors: (Constant), SIZE, Proper Rank, LEV, REG, ROA

	b. Dependent Variable: CSDI


Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,805 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara variabel Proper Rank (X1), ROA (X2), LEV (X3), SIZE (X4) dan REG (X5) terhadap CSDI (Y). Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,649 menunjukkan bahwa proporsi variasi variabel independen dalam model secara simultan mempengaruhi variabel dependen sebesar 64,9%.
4.3.
Pembahasan


Dalam pengujian secara simultan, ditemukan bahwa variabel-variabel independen (Proper Rank, ROA, LEV, SIZE dan REG) hanya mampu mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial (CSDI) sebesar 64,9%, sedangkan sisanya sebesar 35,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar variabel yang digunakan. Hal ini menunjukkan perlu adanya penelitian lanjutan dengan menmbahkan variabel lain sebagai penduga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.


Dalam pengujian secara parsial, hanya satu variabel saja yaitu SIZE yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan variabel-variabel lainnya (Proper Rank, ROA, LEV dan REG) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Bukti bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dipengaruhi oleh SIZE (ukuran perusahaan) telah ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan  agency theory yang menyatakan bahwa semakin besar suatu perusahaan maka biaya keagenan yang muncul juga semakin besar. Untuk mengurangi biaya keagenan tersebut, perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas. Teori ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Lang dan Lundholm (1993) yang menyatakan bahwa tingkat keluasan informasi dalam kebijakan pengungkapan perusahaan akan meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran perusahaan. Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki tuntutan publik akan informasi yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang berukuran kecil. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan (SIZE) yang diproksi dengan total aktiva menunjukkan hasil yang positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin besar total aktiva yang dimiliki perusahaan maka semakin luas pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuat perusahaan.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kinerja lingkungan (PROPER Rank) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan sosial perusahaan. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya kinerja lingkungan perusahaan tidak akan mempengaruhi keluasan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini nampak tidak sejalan dengan model discretionary disclosure menurut Verrecchia (1983) yang menyatakan bahwa pelaku lingkungan yang baik percaya bahwa dengan mengungkapkan kinerja mereka berarti menggambarkan good news bagi pelaku pasar. Oleh karena itu, perusahaan dengan kinerja lingkungan (environmental performance) yang baik perlu mengungkapkan informasi kuantitas dan mutu lingkungan yang lebih dibandingkan dengan perusahaan dengan kinerja lingkungan yang lebih buruk. Suratno dkk. (2006) juga menyatakan bahwa environmental performance berpengaruh secara positif signifikan terhadap environmental disclosure. 

Profitabilitas perusahaan (ROA) dalam penelitian juga menunjukkan hasil yang berbeda dengan hipotesis, dimana ROA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil ini tidak berhasil mendukung teori legitimasi, dimana menurut teori ini adalah bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan (manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan. Sebaliknya, pada saat tingkat profitabilitas rendah, mereka berharap para pengguna laporan akan membaca “good news” kinerja perusahaan (misalnya dalam lingkup sosial) sehingga investor akan tetap berinvestasi di perusahaan tersebut. Hasil ini mungkin sesuai dengan pendapat Kokubu et al. (2001) bahwa political visibility perusahaan tergantung pada ukurannya bukan pada profitabilitasnya.

Ketergantungan perusahaan terhadap hutang dalam membiayai kegiatan operasinya tercermin dalam tingkat leverage. Dalam penelitian ini, leverage yang diproksi dengan rasio hutang terhadap modal sendiri menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini tidak mendukung teori keagenan yang memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi (Jensen & Meckling, 1976). Menurut Schipper (dalam Marwata, 2001) dan Meek, et al. (dalam Fitriany, 2001), tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur. Hasil ini mungkin sesuai dengan pendapat Kokubu et al. (2001) dalam penelitiannya di Jepang yang menyatakan bahwa perusahaan di Jepang secara tradisional mempunyai hubungan yang baik dengan bank, walaupun mempunyai suatu derajat ketergantungan yang tinggi terhadap hutang. Tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap hutang ini juga terjadi di Indonesia, dimana tanpa adanya hubungan yang baik dengan pihak debtholders maka hal ini akan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.


Regulasi pemerintah dalam penelitian ini juga menunjukkan hasil yang tidak signifikan,dimana regulasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini mungkin dikarenakan undang-Undang yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, yaitu UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, tidak mengatur secara rinci mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). Namun demikian, UU PT ini tidak menyebutkan secara rinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksi bagi yang melanggar. Pada Pasal 74 ayat 2, 3 dan 4 hanya disebutkan bahwa CSR “dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. PT yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai CSR ini baru akan diatur oleh Peraturan Pemerintah yang hingga kini belum dikeluarkan.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :
1.
Dalam pengujian secara simultan, ditemukan bahwa variabel-variabel independen (Proper Rank, ROA, LEV, SIZE dan REG) hanya mampu mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial (CSDI) sebesar 64,9%, sedangkan sisanya sebesar 35,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar variabel yang digunakan.
2.
Dalam pengujian secara parsial, hanya satu variabel saja yaitu SIZE yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan variabel-variabel lainnya (Proper Rank, ROA, LEV dan REG) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.
5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang perlu diperhatikan :

1. 
Tingkat R Square yang tidak begitu besar dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebesar 35,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan perlu adanya penelitian lanjutan dengan menambahkan variabel lain sebagai penduga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
2.
Peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas periode penelitian, dimana dalam penelitian ini hanya menggunakan satu periode pengamatan. Periode penelitian yang lebih panjang akan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh hasil yang lebih mendekati kondisi sebenarnya. 
3.
Item-item yang harus diungkapkan dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan belum diatur di Indonesia, sehingga untuk menghitung indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan masih mengacu pada aturan dari luar negeri. Oleh karena itu, Bapepam-LK perlu memikirkan adanya suatu aturan yang mengatur mengenai item-item pengungkapan tanggung jawab sosial yang harus dibuat perusahaan sesuai dengan sektor industrinya, sehingga pengungkapan tersebut menjadi pengungkapan wajib (mandatory disclosure). Dengan demikina perusahaan akan lebih memperhatikan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan. 
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